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BAB IV 

KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENJAGA 

KERAHASIAAN DOKUMEN KLIEN 

 

A. Pelaksanaan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No.18 Tahun 

2003 Tentang Hak dan Kewajiban Advokat dalam 

kerahasiaan dokumen klien 

Advokat adalah consulting profesion adalah profesi yang 

dalam menjalankan profesionalnya dengan klien bersifat 

personal individual. Mereka menerima ini imbalan jasa 

(honorarium) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan 

pelayanan-pelayanannya pada klien bersifat perorangan dan 

pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin 

banyak klien yang dilayani dan semakin sering jasa diberikan, 

semakin besar pula imbalan financial yang diterima. 

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diemban advokat 

dan harus diperhatikan dalam menangani  perkara adalah 

berikut:  

1. Menjunjung tinggi etika profesinya; 

2. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka 

duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran 
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dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai 

dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama; 

3. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian 

perkara secara final; 

4. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan 

sesuai dengan norma hukum,agama,dan moral; 

5. Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan 

mlindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain; 

6. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya 

dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya, 

diri sendiri, hukum dan moral, maupun Tuhan yang 

Maha Esa; 

7. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik 

kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan 

kepadanya; 

8. Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan 

terselubung terhadap kliennya; 
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9. BerSikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita 

oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan 

kliennya dari pada kepentingan pribadinya 

10. Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya 

haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat 

dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan 

dirugikan; 

11. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum 

bertindak jujur,adil, dan tanggung jawab berdasarkan 

hukum dan keadilan; 

12. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum 

secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini 

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung 

No.5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib 

memberikan bantuan hukum. 

Advokat memiliki prinsip kerja yang kemudian disebut 

dan direduksi menjadi Kode Etik Profesi Advokat. Kode etik 

tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat 

dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa 

hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutaan 
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dalam Pasal 26 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang 

advokat bahwa; 

“untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat 

disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka 

advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat 

dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. 

Adapun Kode Etik Advokat sebagai wujud kepribadian 

dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan 

hukum yaitu: 

1. Advokat dapat menolak untuk member nasihat dan 

bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan 

jasa hukum dan/atau bantuan hukum dikarenakan tidak 

sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati 

nuraninya; 

2. Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan memperoleh 

materi saja tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, 

kebenaran dan keadilan; 

3. Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas, 

mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib 

memperjuangkan hak asasi manusia; 
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4. Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja 

yang memerlukan tanpa memandang agama, 

ras,suku,keturunan,maupun keyakinan politik; 

5. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yng 

dapat merugikan kebebasan,derajat,dan martabatnya; 

6. Senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai 

profesi terhormat; 

7. Apabila advokat diangkat menjadi pejabat Negara maka 

tidak dibenarkan membuka praktek sebagai advokat. 

Dalam kode Etik Profesi Advokat, selain ada Kode etik 

kepribadian advokat juga terdapat kode etik terkait hubungannya 

dengan klien (pasal 4 Kode Etik Advokat). Yaitu: 

1. Advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan 

damai; 

2. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang 

menyesatkan klien dan tidak dibenarkan pula menjamin 

bahwa ia akan memenangkan perkara; 

3. Dalam menentukan honorarium advokaat harus 

mendasarkan pada kemampuan klien dan tidak 

dibenarkan memberikan klien dengan biaya tidak perlu; 
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4. Wajib menjaga rahasia klien bahkan sampai berakhirnya 

hubungan antara advokat dan klien tersebut 

5. Mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan 

pribadinya. 

Seorang advokat dalam membela kliennya harus 

memegang teguh prinsip Equality before the Law yakni jaminan 

kesederajatan di hadapan huum dan prinsip Presumption of 

innocene (praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya 

benar berdasarkan data dan informasi yang dibeikan padanya. 

Prinsip tersebut dilaksanakan agar didalam pembelaannya, 

seorang advokat berani menjalankan profesi dan tugasnya 

dengan efektif. 

Bagi masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara 

di pengadilan, dalam rangka membela dan melindungi hak-hak 

hukumnya dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-

instansi setempat, seperti: Pengadilan Negri atau pengadilan 

Tinggi, kejaksaan Negri, atau Kejaksaan Tinggi, dan lembaga 

bantun Hukum, dengan menyiapkan surak keterangan Tidak 

mampu dari kepala Desa/Lurah setempat, atau Surat Pernyataan 
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Tidak mampu dari pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga 

Bantuan Hukum setempat. 

Menurut Suhrawardi K. Lubis untuk melaksanakan hak 

dan kewajiban dalam peneggakan hukum setidaknya ada empat 

kidah yang perlu diperhatikan, yaitu : 

Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai 

suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi 

cirikhas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan 

“tanpa pamrih” di sini adalah pertimbangan yang menentukan 

dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien umum, 

dan buka kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat 

tanpa pamrih itu di abaikan, maka pengembangan profesi  akan 

mengarah pada pemanfaatan (yang menjurus kepada 

penyalahgunaan) sesame manusia yang sedang mengalami 

kesulitan dan kesusahan. 

Kedua, pelayanan profesi dalam mendahulukan 

kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai 

luhur sebagai norma kritik yang memotivasi Sikap dan tindakan. 

Ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi 

pada masyarakat sebagai keseluruhan.  
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Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung 

secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkattan 

mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus 

bersemangat solidaritas antar sesama rekan profesi. 

Dari Ketentuaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 mengatur mengenai kewajiban advokat yang 

mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang dimiliki oleh 

kliennya menjelaskan sebagai berikut :  

1. Advokat wajib merahasiaan segala sesuatu yang 

diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan 

profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. 

2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan 

klien, termasuk perlindungan atas berkas dan 

dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan 

perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi 

elektronik Advokat.  

Atas dasar kerahasiaan tersebut, klien menginginkan 

Advokat menyimpan dokumen-dokumen dalam perkara di 

pengadilan dan quasi peraadilan, dan tidak boleh diungkapkan 

kecuali atas kemauan dan perintah klien sendiri.  



97 
 

Kerahasiaan klien adalah yang utama dari hak profesi 

hukum dan sebaliknya informasi yang diakui berupa hak 

(privilege) untuk membela yang berasal dari klien. Keputusan 

untuk membuka rahasia tersebut kepada umum atau pengadilan 

adalah hak klien dan bukan merupakan hak advokat. Dalam 

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga mengatur mengenai 

kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan dokumen 

kliennya. Dalam Pasal 4 Huruf (h) KEAI:  

“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 

memberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap 

menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara 

Advokat dan klien itu.  

Melihat dari ketentuan tersebut bahwa walaupun sudah 

menjadi “mantan klien” advokat tetap berkewajiban untukk 

menyimpan hal-hal yang diberitahukan oleh kliennya setelah 

hubungan antara advokat dank lien itu berakhir. 

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi 

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung 

jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga 

peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan 
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kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat 

menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan 

berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari 

keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam 

menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. 

Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan 

salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak 

asasi manusia.  

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat 

mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang 

melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan 

prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam 

pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi 

pengembangan organisasi Advokat yang kuat dimasa 

mendatang. Disamping itu diatur pula berbagai prinsip dalam 

penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam 

peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya 

prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. 

Advokat adalah penyeimbang kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan 
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dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, 

mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya untuk 

suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum 

bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, 

kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai 

profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam 

meneggakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-

undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi 

hukum.  

Selain itu, kewajiban dalam menyimpan rahasia jabatan 

juga telah diatur secara limitative dalam Pasal 170 ayat (1) 

KUHP, bahwa “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat 

atau jabatannya diwajibkan untuk memberi keterangan sebagai 

saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. 

Pasal 322 ayat (1) KUHP yang juga menjelaskan 

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 

disimpannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.  
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  Hubungan kerahasiaan advokat dan klien yang 

menimbulkan hak istimewa dalam melakukan pembelaan, kuasa 

hukum boleh bicara atau membela atas hal-hal atau isu dalam 

rangka pembelaan dan tanpa rasa takut akan disalah gunakan. 

Hak ini merupakan perlindungan hak hukum terhadap seseorang. 

Semua kerahasiaan klien harus dijaga dan tidak boleh 

diungkapkan kecuali atas persetujuan klien meskipun advokat 

tersebut sudah tidak menjadi kuasa hukumnya lagi.  

Dengan bersaksi atas kliennya maka advokat tersebut 

telah melanggar nilai kepercayaan dan kode etik yang 

seharusnya dipegang teguh. Mengungkap rahasia klien yang 

seakan-akan membantu penegakan hukum padahal fungsi 

Advokat bukan untuk itu merupakan tindakan penyimpangan 

dalam kode etik advokat. Fungsi advokat adalah membela 

kepentingan hukum klien dan kerahasiaan klien.  

Apabila advokat dipanggil berkaitan dengan profesi 

advokat, baik diperiksa sebagai saksi di pihak kepolisian, 

kejaksaan, bahkan pengadilan yang menyangkut kerahasiaan 

kliennya, maka avokat dapat mengundurkan diri sebagai saksi. 
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Hal ini karena advokat wajib menjaga rahasia kliennya 

tersebut.
40

 

 

B. Pelaksanaan Advokat di LBH Sikap Banten dalam menjaga 

kerahasiaan dokumen Klien 

Hubungan antara advokat dan klien diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut, diuraikan 

hak-hak serta kewajiban-kewajiban advokat. Memang tidak 

diatur secara ekspilisit hak-hak dan kewajiban klien, tetapi apa 

yang menjadi kewajiban advokat merupakan hak klien dan hak 

advokat merupakan kewajiban klien.  

Hubungan antara klien dengan advokat biasanya 

dituangkan dalam bentuk suatu kontrak. Kontrak ini menjelaskan 

hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang 

harus dilakuan oleh advokat. Didalam kontrak tersebut juga bisa 

diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di 

kemudian hari antara klien dengan advokatnya, tentang uang, 

jasa, dan kerugin yang mungkin ditanggung oleh klien. 

                                                             
40

.https://www.academia.edu/34864026/PERAN_ADVOKAT_DALAM_

MEMBERIKAN_BANTUAN_HUKUM_KEPADA_MASYARAKAT_DALAM

_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA kamis 6 feb 2020 

https://www.academia.edu/34864026/PERAN_ADVOKAT_DALAM_MEMBERIKAN_BANTUAN_HUKUM_KEPADA_MASYARAKAT_DALAM_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA
https://www.academia.edu/34864026/PERAN_ADVOKAT_DALAM_MEMBERIKAN_BANTUAN_HUKUM_KEPADA_MASYARAKAT_DALAM_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA
https://www.academia.edu/34864026/PERAN_ADVOKAT_DALAM_MEMBERIKAN_BANTUAN_HUKUM_KEPADA_MASYARAKAT_DALAM_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA
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Sikap-Sikap advokat yang tidak professional dalam 

menjalankan jasa hukum demi kepentingan klien dapat 

menimbulkan kerugian bagi klien. Klien dapat menuntut 

advokatnya apabila dikemudian hari advokat tersebut tidak 

melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya yang 

telah ditentukan dalam kontrak, sehingga akhirnya 

mengakibatkan kerugian bagi kien. Begitu juga sebaliknya. 

Ketua PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) 

Cabang Banjarmasin Periode 2013-2017, H. Bun Yani, dalam 

artikel yang diunggah oleh situs Banjarmasin.tribunnews.com, 

mengatakan bahwa ada saja pengacara yang tidak professional, 

meski sudah dibayar mahal tetapi malah lari dari tanggung 

jawab. Selanjutnya dalam artikel tersebut diuraikan bahwa H. 

Bun Yani mengaku pernah mendapat laporan, meski tidak secara 

detail, ada klien yang sudah mengeluarkan uang Rp 

350.000.000,000 untuk seorang pengacara di kalsel (Kalimantan 

Selatan), tapi perkaranya tidak selesai seperti yang diharapkan 

klien sekaligus melanggar kode etik.
41

 Terjadi hubungan advokat 

                                                             
41

. Wawan Cara Deni Ismail Pamungkas, dalam Bayar Rp 350 Juta Kasus 

Tidak Tuntas, http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/09/11/bayar-rp-350-juta-

kasus-tidak-tuntas, diunduh 4 februari 2020. 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/09/11/bayar-rp-350-juta-kasus-tidak-tuntas
http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/09/11/bayar-rp-350-juta-kasus-tidak-tuntas
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dan kilen itu dimulai saat klien datang kepada advokat dan 

berkonsultasi tentang masalah yang dihadapinya. Jika advokat 

memahami permasalahan klien tersebut, maka advokat 

memberikan penjelasan tentang jasa hukum  yang bisa diberikan 

untuk membantu penyelesaian permasalahan klien. Setelah itu, 

akan dibahas tentang honorarium. Tawaran honorarium sering 

datang dari advokat. Jika klien setuju, kedua belah pihak akan 

membuat perjanjian (umumnya secara tertulis) dan dibubuhi 

tandatangan kedua belah pihak. 

Perjanjian klien dengan advokat sangat penting untuk 

mencegah potensi perselisihan dikemudian hari. Apalagi, 

kedudukan advokat dank lien pada dasarnya tidak seimbang, 

klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi melalui 

perjanjian, kedua belah pihak menjadi seimbang. Sejak awal 

advokat dank lien harus membicarakan hak dan kewajiban 

masing-masing, lalu menuangkannya ke dalam perjanjian. 

Kalaupun ada proses tawar-menawar dalam penentuan 

honorarium adalah sesuatu yang biasa. Penentuan besarnya 

honorarium ditentukan banyak faktor. Masing-masing advokat 

atau kantor hukum punya criteria tersendiri.  
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Hubungan yang terjalin antara advokat dank lien jika 

dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subjek hukum 

dengan subjek hukum (hubungan hukum). Hubungan hukum 

tersebut diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Kaidah-

kaidah hukum perdata berisi pedoman/ukuran bagaimana para 

pihak yang melakukan hubungan hukum melaksanakan hak dan 

kewajibannya. Dalam hubungan tersebut terdapat hak dan 

kewajiban yang timbal balik untuk dipertanggung jawabkan, 

dimana hak advokat menjadi kewajiban klien dan hak klien 

menjadi kewajiban advokat. 

Dilihat dari hubungan hukumnya, antara advokat dan 

klien terdapat apa yang dikenal saling sepakat untuk 

mengikatkan diri dalam penyelesaian permasalahan klien 

sehingga terbentuklah apa yang dikenal saling sepakat untuk 

mengikatkan diri dalam menyelesaikan permasalahan klien 

sehingga terbentuklah apa yang dikenal dengan perikatan 

(verbintenis). Doktrin Ilmu Hukum mengenal dua periktan, yaitu  

perikatan ikhtiar (inspanning verbintenis) dan perikatan hasil 

(resultaat verbintenis). Diatur pula tentang dasar perikatan, yaitu 

perikatan terbentuk berdasarkan perjanjian atau undang-undang. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2003 Tentang Advokat diuraikan tentang hak dan kewajiban 

avokat, tetapi tidak diuraikan tentang hak dan kewajiban klien, 

walapun diuraikan bahwa jasa hukum advokat adalah untuk 

kepentingan klien. Hubungan advokat dengan klien adalah 

seperti hubungan suami dan istri dalam suatu perkawinan. 

Walaupun telah diatur oleh undang-undang perkawinan 

merupakan suatu perjanjian karena ada sepakat antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam 

ikata perkawinan.  

Berbicara tentang perjanjian/kontrak, maka para pihak, 

yaitu advokat dan klien bebas  untuk menentukan isi dari 

perjanjian/kontrak yang mereka sepakati bersama, dengan syarat 

tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, 

kepantasan, dan ketertiban. Karena perjanjian/kontrak 

merupakan tindakan hukum, maka tindakan para pihak membuat 

perjanjian ditunjukan kepada lahirnya akibat hukum terhadap 

perjanjian yang mereka buat. Dalam perjanjian yang mereka 

buat. Dalam pasal 1320 BW, suatu perjanjian sah apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 
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1. Sepakat mereka dalam mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dalam pasal tersebut, sepakat merupakan syarat yang 

pertama. Kesepakatan atau consensus mendasari asas 

konsesualisme yang diantu oleh hukum perjanjian dalam BW. 

Huku perjanjian dalam BW menganut asas bahwa perjanjian itu 

(dan dengan demikian perikatan yang ditimbulkan karenanya) 

sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsesus. Pada 

detik tersebut, perjanjian sudah jadi dan mengikat., bukannya 

pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumya.  

Setelah lahirnya perikatan dari perjanjian yang dibuat 

oleh advokat dan klien, maka dalam menjalankan kewajibannya, 

klien memberikan kuasa, baik secara lisan atau tulisan dalam 

bentuk surat kuasa kepada advokat. Menjalankan kuasa sebagai 

kuasa hukum dari klien merupakan bagian dari jasa hukum 

advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 

18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) yang 

menentukan, “jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat 
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berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 

klien”.  

Salah satu jasa hukum advokat (selain memberikan 

konsultasi hukum dan bantuan hukum) adalah menjalankan 

kuasa. Kuasa yang dijanjikan oleh advokat diberikan oleh 

pemberi kusa, yaitu klien. Saat menerima kuasa oleh klien, 

seorang advokat bertanggug jawab penuh untuk memenuhi hal-

hal yang tertuang dalam kuasa tersebut, tetapi saat menerima 

kuasa, advokat berhak melakukan segala tindakan dalam kuasa 

demi kepentingan pemberi kuasa, yaitu klien. Dengan menerima 

kuasa dari klien, bererti telah terjadi perikatan antara advokat 

dengan klien, yang bererti pula timbul prestasi yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak.  

Kepercayaan kuasa secara tertulis (surat kuasa) 

merupakan wujud hubungan kepercayaan klien dalam beberapa 

hal yang harus dipenuhi oleh advokat terhadap kliennya dalam 

menyelesaikan suatu kasus. Surat kuasa merupakan dasar bagi 

advokat untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya 

dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini 
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menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang 

advokat. Klien berkewajian memberikan segala informasi yang 

benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang 

dihadapi kepada advokatnya agar advokatnya dapat mengurus 

masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki oleh advokat.  

Setelah adovokat menjalankan kuasa yang diberikan oleh 

klien, advokat berhak untuk menerima honorarium. Namun 

dalam hal tertentu adakalanya seorang advokat tidak 

membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu 

berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan 

memerlukan bantuan hukum.  

Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu 

inilah yang membuat profesi advokat merupakan profesi yang 

mulia di mata masyarakat.  

Hubungan hukum advokat dan klien merupakan 

perikatan yang lahir dari perjanjian. Dari perikatan tersebut, ada 

prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Advokat 

menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien dan klien 

memberikan honorarium yang telah disepakati bersama. Selain 
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terkait oleh perjanjian, dalam menjalankan profesinya, advokat 

terikat oleh Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat 

Indonesia.  

Menurut Deni Ismail, menggambarkan salah satu hak 

yang diterima oleh advokat dalam financial sedangan 

kewajibannya dalam penegakkan hukum adalah memberikan 

pelayanan-pelayanan pada kliennya. Maka seorang advokat 

harus memiliki tanggung jawab moral agar dapat menerima hak 

dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Mengenai 

pandangan yuridis seorang advokat itu sendiri, dalam 

menjalankan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dokumen 

milik klien. 

Menurutnya segala hal yang memiliki arti hukum dan 

sudah disahkan oleh pemerintah, baik secara tertulis maupun 

secara lisan. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang 

melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukum. Hal ini bersifat 

memaksa yang mana seseorang harus wajib mematuhinya. 

Antara klien dan advokat hubungannya keperdataan, advokat 

sebagai penyedia jasa dan klien sebagai orang yang butuh jasa 

advokat. Terkait kerahasiaan-kerahasiaan itu untuk dan atas 
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nama kepentingan klien yang terbaik. Dalam Pasal 19 angka 

(1) Menerangkan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu 

yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan 

profesinya, pasal ini ada pengecualian, kecuali di tentukan oleh 

Undang-Undang. Artinya ketika ada Undang-Undang yang 

mengatur untuk si advokat itu tidak merahasiakan sesuatunya 

maka advokat tersebut berhak untuk menyampaikan kepada 

pejabat yang berwenang.  

Katakanlah ada seorang klien menerangkan adanya fakta 

hukum, fakta hukum yang disampaikan kepada advokat itu akan 

dipegang dan dirahasiakan akan tetapi ketika ada perundang-

undangan yang mengharuskan advokat tersebut untuk 

menceritakan kepada orang lain, maka harus diceritakan. 

Contoh, saya memegang sebuah dokumen-dokumen dari klien, 

akan tetapi ada undang-undang kepolisian menerangkan, polisi 

itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan, 

penyitaan, maka mau tidak mau terhadap hal tersebut bisa 

menyampaikan kepada polisi, sebatas ada Undang-Undang yang 

mengatur untuk saya memberikan informasi kepada orang lain 

atau pejabat saya berkewajiban untuk memberikan informasi 
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tersebut. Akan tetapi ketika tidak ada Undang-Undang yang 

mengatur saya wajib untuk menjaga kerahasiaan dokumen 

tersebut. 

Jadi secara esensi Advokat itu sebagai orang yang 

berprofesi memberikan jasa hukum  baik didalam maupun diluar 

pengadilan, yang memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan data, apa bila 

kerahasiaan data tersebut itu menyangkut masadepan klien 

advokat menjaga sepenuhnya. Akan tetapi dalam kondisi 

advokat dalam menjaga sepenuhnya kerahasiaan dokumen 

tersebut harus terikan dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Jadi walaupun advokattersebut  itu menjaga penuh kerahasiaan 

dokumen akan tetapi ketika ada Undang-Undang yang mengatur 

untuk mengatur advokat tersebut itu menyampaikan ke pejabat, 

ya harus di sampaikan jadi advokat patuh pada perundang-

undangan.  

Konteksnya menjaga dokumen itu ketika Undang-

Undang membolehkan untuk dokumen tersebut itu hanya 

advokat yang tau, akan tetapi ketika Undang-Undang 

memerintahkan advokat untuk menyampaian ke buplik ya harus 
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diserahan. Karna kan ada Undang-Undang keterbukaan atas 

informasi, Undang-Undang keterbuaan informasi itu semua 

orang berhak untuk mengakses dokumen-dokumen yang sifatnya 

dokumen publik, tapi kalo dokumen-dokumen rahasia yang 

bersifat pribadi atau privasi itu harus dijaga tidak boleh 

disangkutkan ke publik. Yang namanya kerahasiaan dokumen 

itu, dokumen yang menyangkut dokumen rahasia atau pribadi 

tapi kalo dokumen yang sifatnya bisa di shear ke public maka 

boleh di shearkan.  

Contoh dokumen pribadi ketika saya mempunyai klien 

kasus tanah, kasus tanah itu ada dokumen-dokumen  yang 

dokumen tersebut itu rahasia dan dokumen tersebut itu 

disampaikan di  pengadilan. Seperti ada masalah tanah, ada 

dokumen yang namanya leter C dokumen leter C tersebut hanya 

klien dan pengacara yang mengetahui. Dokumen leter C tersebut 

akan saya simpan dan dijaga dan ketika ada orang meminta 

terhadap dokumen atau mencari informasi dokumen tersebut 

saya akan merahasiakan, dan ketika advokat itu tidak 

merahasiakan saya bisa dituntut secara perdata terhadap klien 

dan dituntut pidana saya juga bisa.  
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Dalam Pasal 16 itu seorang advokat tidak bisa dituntut 

secara pidana atau perdata, penafsirannya dari tidak bisa dituntut 

secara pidana atau perdata itu ketika dalam proses perjalanan ia 

membela perkara dia. Artinya seperti ini, ketika saya membela 

perkara masalah perdata selanjutnya perkara yang saya tangani 

itu ternyata kalah, klien tersebut tidak bisa menuntut saya secara 

perdataan maupun secara pidana. Akan tetapi ketika seorang 

klien sudah menjajikan kepada saya tolong jaga baik-baik 

dokumen ini dan seiring berjalannya waktu, ternyata saya tidak 

menjaga baik-baik dokumen ini saya bisa dituntut secara hukum 

pidana dan perdata disitu. Jadi konteks nya pengacara tidak bisa 

dituntut secara pidana maupun secara perdata, ketika pengacara 

tersebut itu ada itikad baik dalam menjalankan profesi nya 

sebagai lawyer.  

Seperti contoh waktu pengacara Fredrik Yunanto, ia 

tertangkap KPK menyembunyikan Setia Novanto, jadi Fredrik 

itu beralibi saya dilindungi undang-undang karna saya 

menjalankan profesi advokat Pasal 16 saya tidak bisa dituntut 

secara pidana maupun secara perdata. Tapi di undang-undang 

KPK menyatakan lain, di undang-undang KPK itu barang siapa 
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yang menghalang-halangi penyidikan maka dia kena tindak 

pidana disitu. Jadi di dalam Pasal 16 tersebut ketika seorang 

advokat ada itikad baik dalam melindungi klien, tapi ketika 

advokat tersebut tidak ada itikad baik dalam melindungi klien 

bisa juga klien tersebut menuntut secara perdata maupun pidana.  

Ketika saya memegang seseorang klien lagi berlawanan 

dengan rekan pengacara yang lain, maka dokumen tersebut kita 

rahasiakan dan dokumen itu seyogyanya tidak boleh diberi 

tahuan kepada lawan, jadi dokumen-dokumen yang berkaitan 

tentang kepentingan hukum si klien, akan tetapi ketika masuk 

ranah kepolisian dokumen tersebut bisa di minta oleh polisi 

dengan catatan ploisi tersebut mempunyai surat tugas scara 

resmi. Intinya dokumen rahasia itu, dirahasiakan untuk 

kepentingan klien tapi untuk kepentingan Negara itu harus 

dibuka menurut Undang-Undang tersebut. 

Karena Undang-Undang kepolisian menjelaskan terkait 

penggeledahan,  penyitaan itu polisi mempunyai kekuasaan atas 

hal tersebut, maka terkait masalah dokumen yang dimiliki 

advokat dari kliennya itu ketika ada perintah penyitaan maupun 

penggeledahan mau tidak mau seorang advokat harus 
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menyerahkan dokumen tersebut. Dan ketika seorang advokat 

tersebut tidak mau memberikan dokumen kepada penyidik maka 

bisa di tuntut, karna ada pasal tersendiri. Dan dapat melanggar 

Kode Etik Profesi Advokat” 

Berkaitan dengan implementasi kewajiban profesi 

Advokat dalam menjaga rahasia klien, hal ini erat hubungannya 

dengan penegakkan hukum. Penegak hukum mempunyai beban 

tanggung jawab untuk mengimplementasikan/melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan dan Kode 

Etik. Hal ini dengan tujuan penegakkan hukum, penegakkan 

hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan kode 

Etik sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku) supaya tidak terjadi pelanggaran.  

Dalam penjelasan ini, para advokat yang berkantor di 

LBH Sikap Banten sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku. 

Secara subtansi, memang sudah tercantum dalam Kode Etik 

Advokat dan Undang-Undang Advokat. Meskipun terkait 

dengan batasan dan ruang lingkup rahasia klien tidak ada 

penjelasan secara jelas. Sehingga advokat membuat penafsiran 

sendiri terkait dengan rahasia klien.  
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Namun advokat yang dalam hal ini adalah menjadi 

struktural yang menjadi dari bagian penegak hukum sudah 

melaksanakan ketentuan tersebut. Meskipun juga dipengaruhi 

oleh budaya hukum dalam arti sikap, namun hal utama yang 

mempengaruhi pelaksanaan dari kewajiban menjaga rahasia 

klien adalah advokat itu sendiri. Sebab sebagai penerima kuasa 

dari klien mempunyai hak penuh atas informasi yang diberikan 

klien terhadap advokat.  

Pengungkapan rahasia atau tidak mengungkap rahasia itu 

tergantung dari advokat, meskipun tidak ada ketentuan yang 

terdapat dala KEAI maupun Undang-Undang Advokat dan 

hanya mengetahui pemahaman terkait ruang lingkup informasi 

dari klien pengungkapan rahasia yang sifatnya pelanggaran tidak 

akan terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa 

tidak ada kendala yang dihadapi. Namun kendala tersebut 

terletak pada klien dengan tidak bias menjaga dan membatasi 

informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak lain. Selama ini 

sering klien kurang berhati-hati atau keceplosan terhadap pihak 

lain.  
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Misalnya saja, karena seorang klien tidak bisa membatasi 

diri maka memberitahukan kepada pihak lawan upaya yang akan 

ditempuh (melakukan pemblokiran rekening pihak lawan). 

 Tentu hal ini akan merugikan klien itu sendiri, sebab 

dengan pihak lawan mengetahui upaya yang akan dilakukan 

klien tersebut maka pihak lawan akan mengantisipasi 

pemblokiran rekening tersebut dengan mengalihkan tabungannya 

yang ada direkening tersebut. 

Kendala lainnya pada saat menunggu giliran sidang di 

pengadilan ada rekan sesama advokat dank lien yang ingin 

membaca berkas-berkas. Karena ada perasaan tidak enak maka 

advokat yang bersangkutan akhirnya meminjamkan brkas-berkas 

tersebut untuk dibaca oleh rekan sesame advokat.  

Selain itu, yang menjadi kendala adalah adanya tekanan-

tekanan dari pihak lawan. Misalnya saja, ada pihak lawan yang 

dengan sengaja mendekati untuk mendapatkan informasi secara 

terus-menerus sehingga membuat tidak nyaman dan tertekan.  

Contoh dalam prose penanganan perkara dugaan 

pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh advokat diawali 

dengan pengaduan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas 
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aduan, setelah lengkap maka akan ada pemberitahuan dan 

penyampaian berkas aduan kepada teradu. 

 Teradu diberikan waktu 21 hari untuk menyampakan 

jawaban atas aduan atau replik yang dilakukan dilakukan diluar 

persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 

persidangan yang terdiri dari penyampaian alasan-alasan 

pengadu dan pembelaan dari teradu, serta pemeriksaan alat 

bukti, saksi dan saksi ahli. Pengadu dan teradu diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan diluar 

persidangan.  

Selanjutnya DKD PERADI akan memberitahukan jadwal 

sidang pembacaan putusan kepada pengadu dan teradu, 

keputusan dapat berupa: 

a) Menyatakan pengaduan dari teradu tidak dapat diterima;
 

b) Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta 

memberikan sanki-sanki kepada advokat yang menjadin 

teradu;
 

c) Menolak pengaduan dari teradu. 
42 
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